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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis atas kasus 

pencabulan terhadap anak dibawah umur mt, serta menjawab 

permasalahan dalam rumusan masalah maka penulis menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap 

anak dibawah umur mengacu pada dakwaan primer yaitu Undang­

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 82 

dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan paling singkat 

3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) " 

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul ". Oisamping itu untuk menghindari lepasnya terdakwa 

dari jeratan hukum atas tindak pidana pencabulan maka Jaksa Penuntut 

Umum memasukkan beberapa pasal dalam KUHP yang merupakan 

dakwaan subsider, beberapa diantaranya yaitu pasal ( 289, 290 ayat 

(1),(2) dan (3), 291 ayat (1) dan (2), 292, 293 ayat (1), (2), dan (3), 294 

ayat ( 1) dan (2), 295 ayat ( 1) dan (2), 296 ). 
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2. Mengenai Putusan PN Jak-Sel terhadap kasus Tindak Pidana Pencabulan 

Terhadap anak Dibawah Umur dalam Perkara 

No.273/JKTSLIEP.I/02/2007 yang dilakukan terdakwa EDI MURJONO, 

SE kepada para saksi korban LENI DIAH A YU EKA W A TI, FIONA 

ANDRIANI, dan NATASHA RUTH IVANKA, Jaksa dan Hakim dalam 

persidangan tidak dapat menerapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak dimana didalam persidangan Jaksa 

Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terdakwa EDI MURJONO 

dalam melakukan pencabulan terhadap para saksi korban telah melakukan 

ancaman dengan kekerasan, sehingga terdakwa secara sah terbukti tidak 

bersalah melanggar pasal 82 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak. Sedangkan menurut dakwaan Subsider Jaksa 

Penuntut Umum menjerat terdakwa EDI MURJONO, SE dengan pasal 

290 KUHP dengan hukuman I tahun 4 bulan yang dilaksanakan 

dipengadilan Jakarta Selatan masihlah tergolong ringan dan tidak 

memberatkan bagi terdakwa karena dalam pasal 290 jelas disebutkan 

bahwa ancaman pejara maksimum 7 tahun, sehingga dalam hal ini hakim 

Seharusnya menjatuhkan hukuman maksimum 7 tahun penjara kepada 

terdakwa EDI MURJONO, SE mengingat para saksi korban adalah 

termasuk anak berkebutuhan khusus sehingga menirnbulkan dampak yang 

tidak baik terhadap perkembangan dan masa depan anak tersebut. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta kesimpulan di atas diharapkan 

dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian keilmuan Studi ilmu 

hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saran­

saran yang penulis dapat berikan demi tercapainya penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur antara 

lain sebagai berikut : 

1. Perlu melakukan sosialisasi Hukum perlindungan anak diseluruh 

wilayah Indonesia baik yang ada dikota maupun dipelosok-pelosok 

desa baik itu yang dilakukan dalam masyarakat secara umum maupun 

di sekolah-sekolah yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan 

mata pelajaran yang mengajarkan tentang perlindungan tentang anak. 

2. Kemudian pemerintah dan seluruh masyarakat harus berpartisifasi 

untuk mencegah dan memberantas segala macam kejahatan yang 

berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak, ikut serta dan 

membantu aparat hukum dalam, memberantas tindak kejahatan 

terhadap anak. Dan orang tua juga harus lebih mengawasi anak­

anaknya dengan siapa mereka berhubungan. 

3. Menindak lanjuti setiap orang, lembaga, maupun lnstansi pemerintah 

yang melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

perlindungan Anak tanpa terkecuali karena semua orang sama dimuka 

hukum. Diharapkan tdak memberikan pelepasan bersyarat pada pelaku 

tindak pida pencabulan bagi anak. 
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4. Bahwa dalam studi kasus perkara No.273/JKTSL/EP.I/02/2007, 

tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, 

putusan Hakim tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan 

terdakwa. Hukuman tersebut masih terlalu ringan dan tidak 

memberatkan terdakwa, seharusnya hukuman yang diberikan kepada 

terdakwa adalah hukuman 7 Tahun penjara (hukuman Maksimum) 

bukan 2 tahun, hukuman tersebut harus dapat memberikan efek jera 

kepada terdakwa sehingga terdakwa takut untuk mengulangi 

perbuatannya, kerena keputusan tersebut dapat berpengaruh bagi para 

pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang lain. Jika Hakim 

tidak serius dan selalu menjatuhkan hukuman yang ringan kepada para 

terdakwa kasus pencabulan maka pelaku kejahatan akan bertambah, 

sebaliknya jika Hakim serius dalam menjatuhkan hukuman maksimim 

kepada para terdakwa maka dapat mengurang tindak pidana 

pencabulan tersebut. 
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